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Dalam hukum acara pidnna Hekim diber kebebasan oleh uodang-ondang yaknoi seluas dan scjauh mungkin
dengan mengeunakan sistem pembukilian menunit undang-onding vang  pegatal umtek meocipai kebemamn matenl,
Uniuk mencapai tujuan derscbut digunakan ala bukti schagai dasar pestimbangan bigi hakin wnok menjatubkam
putuzan. Tindsk pidana perkosasn memeroken Fieem EF Seprerien schapgad alal bukti dalam ponenksaan perkaranya.
Scringkali korban perkosaan tidak mendapakan keadilan karena kesolitan dalam proses pemboktian yang discbablan
ofeh Fiswm E Repertum  dimintukom dabon jangka waktu yang Lima dani terjadinn tindak pidana perkosian, sehingg
hasilova tdak fegi menggambarkan kesdaan yang sebenamya pada sau tefadinva tndak pidana wereebor, Permaslalbin
dalivm sknps ini adalab a). Bapaimana kekoatan Fisen £t Hepernim yang dimimakan dalam jangka wakio yang la
dari werjadinya tndak pidoons sebagi alad buki, b) Bagamans kelomtan Fuoae S feperam vang segera dimintakan
sctelah terjadinya Gndak pidang sebagai alat buki, ). Bagaimana kelerikaten hakim techadsp Fisum 5t Repertunr schapii
kit bukt untuk menjatulikan putusan pada tindak pidue perkosaan di Pengadilan Negeni Kias T4 Padang. Metode yang
{digonakon adalab kualitatif dengan pendekatan Yordis Sosiologis. Teknik pengumpalan dita melalui wawancara dengin
| labim i Pengadilan Negeri Blas 1A Padang dokter ahli forensik RSUP DR M.Djamil Pading dan penelitian
| kepustakann. Dan hosil penelitian dapat dismpulkan babwa Fiswe ef Reperfum vang sepem dimintakan setelsh
Jllu:jadmyk tindak pidena perkosasn memilikl keluatin pembuktian yang febih kun dan Foam @ Reperfum vang
| chimindakan delam janghks wikto yang lama selelal lecjadinya tindak pidana perospan. Secara voridis hakim tdak tenkat

doemgan Fiswm ef Aepertum, tetapi dalum praktek: keterikntan hokim denpan Fisum of Reperiom dipengarbo oleh ada amn
lickabmya alat bukli |ain vang berseswiian denpgan Fisue et Sepertun. Gung perhaikan kedepan agar pemenksxun korban
{untuk diboatksm Fisusm ef Aeperiim dilakukan secany menyclunib dan dalam merurmeskan Sueat Dabosvaan agar Jakss
{tidak hanya terpak pada penggunaim KUHP ssja tetapd juga dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 23 tshon 2004
enumg Penghapusan Kekersan Dulam Bomabh Tanggn, sers periunva sosialisnsi dan pendidikan kepada masyarakal
funtuk menyadari akan Juk-hak dan kedudulon perempuan dan findakan-tlindakan apa sxapa yang harss difokukan jika
] meengalani findak pidana perkosam,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tugas hakim dalam menyvelengparakan peracdilan adalah menegakkan
hukum vang didalamnya tersimpul bahwa hakim dalam memutuskan suato
perkara diberi kebebasan oleh undang-undang vakni seluas dan sejauh mungkin,
dengan keputusannya itu untuk  dapat mencapal suatu  keadilan  dalam
menyelesaikan suatu perkara yang tidak hanva sesvai depgan hekum dan rasa
Readilan masyarmkal tetapi juga harus mempertanggungiawabkan keputusannya,
“lika hakim atas alat-alat bukti vang sab telah yakin bahwa menurut pengalaman
dan keadaan telah dapat diterima. bahwa suaiu tindak pidana benar-benar telah
lerjadi dan terdakwa dalam hal tersebut telah bersalah, maka terdapatizh bukt
vang sempurna vailu bukti yang sah dan mevakinkan. Jika hakim dengan alat-alat
bukti yang sah tidak memperoleh Keyakinan maka hakim berwenang untuk
menjatultkan putusan pembebasan dan mdohan, Kevakinan hakim tidak timbul
dengan sendinnya saja. tetapi haruslah timbul dar alat-alat bukt yang =ah yang
disebulkan Undang-Undang dan tidak dars keadaan lain,

Mencari dan mendapatkan kebenaran adalah suatu hal vang amat sulit
warena berhubungan erat dengan cara pembuktian dari suatu peristiwa. Dalam hal
ini sebetulnyas hukum acara pidana hanva dopat memmjukkan jalan untuk
mendekati sehanyak mungkin persesuaian antara hakim dengan bukti vang ada
untuk menuju akan kebenaran yang materil. Agar ada kepastian bukum di dalam

hukum acara pidana, diatur dengan tegas mengenai alal bukti yang sah dan cara-



cara bagaimana hakim mengaunakannyva™ . Hal inl sesuni dengan pasal 183 Kitah
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) vang menyvatakan bahwa :

“hakim tidak boleh menjatubkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekuranp-kurasgnya dus alat bukt vang sah is memperoleh

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah vang bersalah melakukannya”.

Dalam hukum avara pidana untuk mendapathan kebenaran digunakan alat
bukti sebagai dosar pertimbangan bagi hakim. Terhadap alm bukti tersebut
diberfakukan suatu sistem pembuktian menurut undang-undang vang negatif
(megatie! wenelifk) yvang menganut paham bahwa hakim beru  diwajibkan
menghukum  apakila  wlah  memiliki  keyakinan,  bahwa  peristiwa  vang
bersangkutan adalah terhukti kebenarannya, dan kevakinan hokim harus disentai
dengan penyebutan alasan-alasan vang berdasarkan atas susiu mngkaian buah
mkiran {logika), Perkataan negaricf dipakai adalah karena adanya alot-aiat bukd
vang disebukan dalam undang-undang dan dengan cara mempergunakannya vang
discbutkan  juga dalam undang-undang, belum berarli bahwa hakim  mesti
menjatuhkan hukuman.”

Fiswm et Reperium dapat digolongkan menjadi alar bukei surat, petunjuk
atau sebagai keterangan ahli berdasakan pasal 184 aval (1) Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP). Viswr ¢r Repertum sehagai salah satu alag boke
vitng sah merupakan salah sate unsur vanp dapat menambah kevakinan hakim

dalam memuluskan suatu perkara,

' Karim Masution (1975:71) delam Djoke Peakoso, 1988, Alar Buks dan K ckuaran
Pemburktin dalam Proses Peradifan Pidana. Liberty, Yoprvikarta, hal 27,
~ Wigone Prodjodikoro { 1981:71) dalzm Djoko Prakose, op. cit, kal 43
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Perkosaan adalah salab sato tindak pidana vang memerlukan Fisum er
Hepertum sebagai alat bukt dalam pemertksaan perkarimyy, Sering kali tegadi
korban perkosaan tidak memperoleh keadilan & roang persidangan Karena
kesulitan dalam pembukiian yang discbabkan olel Visum er Repersan yang baru
dilakukan dalam wakitu vang cukup lama dengan tegadinya tindak  pidana
perkosaan tersebut, sehingga hasil Visumi of Repertim vang didapatkan tiduk
sesudl dengan keadasn yang scbenamya pada saat tevjadinya perkosaan, Karena
lukn dan bukfi-bukt kekerasan lainnyva pada tobuh korban telah mulai membaik
dan tidak felas lagi bekasnya

Hukum positif sendini dinilal sangat sempil memaknai  perkosaan,
Perkosaan hanya dianggap tegadi jika alat vital pemerkosa (laki-laki) masuk ke
dalam vaging perempuan (bukan istrinya) secars paksaan atau dengan kekerasan.
Hal tersebut dinifai menjadi pembuktian mediko-legal yang sast ini masih
dikuasai hukum patriarks vang sanpat menguniungkan pemerkosa dan merugikan
bagl perempuan korban perkosasn, Sulit didapat bukti utama ideal, misalnya
adanya  perlukaan, nyer, perdarahan, atau  penyakit kelamin tertentu
pascaperkosman jika Vivem et Reépertam dilakoken dalam rentang waktu vang
lama setelah terjadinya tindak pidana perkesaan. Rukti-bukil tersebut schapai dua
bukit mumimal dart bukti persetubuhan dan bukil paksaan, dan para hakim kerap
menghukum ringan pemerkosa, bahkan membebaskan pemerkosa karena iling
hukum dan ilmu kedokteran masih bersimpub peda  patriarki yang merugikan

korban perkosaan .

3y winw Souryras.com Mk Posilf Belam Memihak Pereopuan (dikses tanpeal 3
Dresember 20045)



Berdasarkan  dute doni Pusat  Pelavanan  Terpadu  Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Limpapeh Rumah Nan Gadang Sumbar. kekerasan terhadap
perempuan dan anak-anak di Sumatrea barat dari tahun ke tahun menunjukan
peningkatan vang cukup signilikan, Menurut data tersebut selidaknys sejak cmpat
bulan pertuma 2003, telab tegad 194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan
anak-anak. Daori kasus vang ada i, Kota Padang justru merupakan daerah vang
sangat banyak memunculkan kasus kekerasan dengan jumlah 50 kasus, Sisanva
terscbar di berbagal dacrah di Sumbar. Dibanding tahun 2004, kasus yang muncul
empat bulan pertama tabun 2005 temyata lebih besar, Dalam rentang wakiu enam
bulan ternjadi sebanyak BU kasus. Kasus kekerusan terhadap perempuoan dan anak
int terjadi dalam bentuk perkosaan, perbuatan cabul, melarikan perempuan di
bawath ymur, pembunuhan, penganiayaan berat dan ringi]n".

Dari semua fakta —fukla itulah maka penulis tertartk membu
skripsi inl dengan judul “KETERIKATAN HAKIM TERHADAP VISUM ET
REPERTUM SEBAGAL ALAT BUKTI DALAM MENJATUHKAN
PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN

NEGERI KLAS 1A PADANG™.

*www, bhkbn goad (diskses 1anggal 3 september 2007)




BAR V

KESIMPULAN DAN SARRAN

3.1 Kesimpulan
I. Kekuatan Fisum e Repertum yang dimintakan dalam jangka waktu yang
lama dari terjadinya tindak pidana tidak terlalu kuat karena hakim kurang
meyakini hasil Visum disebabkan rentang wakiu pemeriksaan korban
untuk di visum dengan waktu terjadinya tindak pidana perkossan cukup
lama. Sedenghkan bekas-bekas kekerasan pada whbuh korban dapat hilang
dalam waktu 2 minggu. Jika Visum dilakukan lewar dari 2 minppu, maka
bekas ks pada tubuh korben vang merupakan bukti dilakukannya
kekerssan tidak [agi dapat dijumpai karena telah mengalami proses
penvembuhan, Hasil Fiswmr ef Repervum yang  diperoleh tidok  lagi
menggambarkan keadaan yang sebenamys pada sast terjodinyva tindak
pidana perkosaan. pada dasarmya Visum diperlukan atae digunakan hakim
untuk membuktikan apakah persetubuhan teiah terjadi amu tidek vang
berguna untuk menambah keyakinan hakim atas peristiwa terschur untuk

menjatuhkan putusan, bukan digunakan untuk_ méﬁjan:hkanH pidiang kepada .
P 1 e
terdakwa. ULt PERZ;

I ]
: . e rti_f{-Afl:llr«.J |
2. Visum er Repertum vang segera dimintakan setelali ‘teffadidyn Aindsi | 4 |

PR iR

pidana mempunyai kekuatan yeng kuat sebapai alat hukti karena dari
hasil pemeriksaanya masib terdspat bukti-bukti persetubuhan dengan
kekerasan, Jika hasil Visum tersebut bersesuaian denpan alat-alat bukti

lainnya, maka hakim akan memperoleh kevakinan bahwa terdakwalah

Bl
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vang telah hersalsh melakukan tindak pidana tersebue karena melalui
Fiveern e} Repertam hakim akan memperoleh petunjuk untuk membuoktikan
tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, Kekuatan pembuktian Fisum
ef Repertum terletak pada bagian pemberitaan karena berisi tentang huasil
pemeriksaan medik terhadap tubuh korban yang dilihat dan diperikss aleh
dikier mengenai keadaan vang tecjadi pada saat tindak pidana perkosaan
dilakukan, vang berkaitan dengan perkaranva pada saat melakukan

pemeriksaan,

. Secarz yuridis hakim tidak terikat dengan Fiawn of Reperium sesusi

dengan pasal 183 Kb Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
dion Pasal 6 aval (21 Undang-Undeng Nomor 4 ahun 2004 entang
Kekuasaan Kehakiman serta sistem pembuktian menurut Undang-Undang
vang negatif vang disnut ofeh sistem peradilan Indonesia tidak mendukung
peranan s ef Reperton sebagai salah sato alal bukti yvang mengikat
hakim dalam menjatuhkan putusan, Dalam prakieknya di Pengadilan
Megeri Klas 1A Padang terdapat 2 pandangan mengenyi keterikatan hakim
terhadap Viswem ef reperigm pada tindak  pidana perkossan yoang
menyatakan bahwa keterikatan hakim dengan Fizewr e Reperium dapat
dilihat dari ada atau tdaknya alat buktl lain vang saling bersesuaian vang
digjukan di persidongon. Keterikatan  tersebut dapat  dikesampingkan
apabila hakim felah memperaleh keyakinan dari abst bekti lainnyva vang
bersesuaian atau tidak yakin dengan  hasil Viswm er Kepertum sehingga

hakim dapat menjatuhkan putusan tanpa adanva Fisum er Reperfun. Jika

L]
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Fisum ef Repertim tidsk ada. maks proses pemeriksasn perkara tindak

pidana perkosaan tetap bisa dilanjutkan,

5.2 Saran

I
v

Penulis. menyarankan agar permintaan  pemeriksaan  korban  uncok
dibuatkan Fisume et Repersim ditakokan sceara menveluruh karena vang
terjadi puca pemerikszan terhadap korban tersebut hanva pemeriksaan
pade alat kelsmin korban tidok seluruh wheb korban sehingga hasi]
pemeriksaan sk mencantumkan tanda-tanda kekergsan vang terdapat
pada bagian lain mwbeh korban. Serta tidak dilakukannya pemeriksaon
toksolopi pads korban schingge tidak dapat dibuktikan apakah korban
diberi abat penenang atau obat perangsang oleh erdakwa,

Dalam meromuskan Surat Dakwaan agar Jaksa dapat mengguniakan
Undang-Undang Momar 23 tshun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Romah Tangga untuk lebih melindungi perempuan korban tindak
piduna perkosaan, jika tindak pidana perkosaan dilakukan oleh terdakwa
vang merspakan kelurga korban dan tidek hanva menggunskan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUNP) saja.

Pertunys sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat untuk menyadari
akan  hak-hak  dan kedwlukan  perempusn dalam masyarakat  dan
menjelaskan tindak pidana perkosaan, juga tentang tindaken-tindakan
vang perlu dilakukan untek mencegah terjadinya tindak pidana tersebu
kekerasan serta tindakan-tindakan apa saja vang harus dilakukan jika

mengalami tindak pidana perkosaan. Karens pemikiran masyarakat masih



